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PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial sekaligus legal yang menjadi fondasi
pembentukan masyarakat yang teratur dan beradab. Dalam sistem hukum di Indonesia,
perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional atau spiritual antara dua
insan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis bagi para
pihak yang terlibat. Hal in1 menempatkan perkawinan sebagai entitas multidimensional,
yang harus tunduk pada ketentuan normatif agama dan aturan formal negara secara
bersamaan. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara
norma-norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama dalam aspek
pencatatan perkawinan.

Salah satu permasalahan yang krusial dan terus berulang di berbagai wilayah
Indonesia adalah praktik perkawinan pasangan mualaf yang dilakukan secara agama,
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namun tidak dicatatkan ke dalam sistem administrasi negara. Dalam perspektif hukum
Islam, pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat dianggap sah tanpa
mempersyaratkan pencatatan administratif. Sementara itu, hukum positif Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi
Hukum Islam (KHI), menjadikan pencatatan sebagai syarat esensial agar suatu
perkawinan memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi dari perbedaan paradigma ini adalah
munculnya ketidakjelasan status hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari
perkawinan tersebut, termasuk keterbatasan akses terhadap hak-hak keperdataan seperti
warisan, nafkah, dan identitas hukum.

Ketidakterjangkauan akses terhadap pencatatan pernikahan, minimnya literasi
hukum masyarakat, serta masih lemahnya implementasi mekanisme isbat nikah di
pengadilan agama, memperparah situasi hukum bagi kelompok-kelompok rentan seperti
perempuan dan anak hasil perkawinan mualaf. Beberapa studi menunjukkan bahwa
banyak pasangan tidak mengetahui prosedur isbat nikah yang benar atau bahkan tidak
menyadari pentingnya legalitas formal perkawinan mereka di mata hukum negara. Praktik
ini tidak hanya berimplikasi pada status hukum keluarga, tetapi juga menimbulkan
ketimpangan perlindungan hukum di antara warga negara, yang pada dasarnya memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Studi terdahulu telah menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan
hukum positif dalam konteks pencatatan pernikahan. Penelitian oleh Safitri (2023)
menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah sering kali menemui hambatan di tingkat
masyarakat bawah, terutama karena minimnya akses informasi dan biaya proses hukum.
Sementara itu, Maulidina (2022) menegaskan perlunya pendekatan yang lebih humanistik
dalam menjembatani realitas sosial keagamaan dengan sistem hukum formal di Indonesia.
Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengulas problematika
pasangan mualaf yang menikah secara agama namun belum mencatatkan pernikahan
mereka secara resmi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji disharmoni
antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perkawinan pasangan mualaf
yang tidak tercatat secara administratif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis
normatif, diperkuat dengan studi kasus dan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan
Sigi Biromaru, untuk menggambarkan kondisi empirik sekaligus menganalisis efektivitas
mekanisme isbat nikah sebagai solusi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
strategi harmonisasi antara norma agama dan hukum positif agar mampu menjamin
perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan substantif bagi seluruh warga negara,
khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak hasil perkawinan mualaf.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan
dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis
aturan hukum yang berlaku dan relevan terhadap kasus-kasus perkawinan mualaf tanpa
pencatatan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), serta sumber hukum sekunder lainnya. Pendekatan ini bertujuan
untuk memahami posisi hukum positif Indonesia terhadap praktik pencatatan nikah dan
legalitas pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan
empiris dimanfaatkan untuk memperoleh data faktual melalui observasi langsung dan
wawancara di lapangan guna melihat bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan,
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khususnya dalam konteks pelayanan hukum oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap
pasangan mualaf yang menikah tanpa pencatatan negara.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan
menganalisis fakta-fakta hukum serta realitas sosial yang terjadi, kemudian
mengaitkannya dengan ketentuan normatif. Penelitian ini tidak hanya berupaya
menjawab pertanyaan “apa” yang terjadi dalam praktik, tetapi juga “mengapa” dan
“bagaimana” ketidaksesuaian hukum Islam dan hukum positif berdampak terhadap
keadilan substantif bagi perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat.

Penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 bertempat di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposif karena berdasarkan pengamatan awal,
wilayah ini memiliki kasus-kasus perkawinan mualaf yang tidak tercatat secara
administratif, serta terdapat praktik pelayanan isbat nikah yang menjadi representasi
dinamika hubungan antara hukum agama dan hukum negara. Selain itu, keberadaan KUA
sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan pencatatan nikah menjadikan lokasi
ini relevan untuk mengkaji praktik dan pemahaman hukum secara empiris dari sisi
penyelenggara administrasi pernikahan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi-
terstruktur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi
secara mendalam namun tetap terarah sesuai dengan pokok permasalahan. Wawancara
dilakukan dengan petugas KUA bagian pencatatan nikah, yang dianggap memiliki
kompetensi dan pengalaman langsung dalam menangani persoalan pencatatan
perkawinan, termasuk kasus perkawinan mualaf. Melalui wawancara ini, peneliti
memperoleh informasi mengenai kendala administratif yang dihadapi masyarakat, tingkat
pemahaman warga tentang pentingnya pencatatan, serta efektivitas mekanisme isbat nikah
sebagai solusi hukum.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumen terhadap regulasi
hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Peraturan Menter1 Agama tentang pencatatan pernikahan, serta
putusan- putusan pengadilan agama yang terkait dengan isbat nikah. Dokumen ini
digunakan sebagai sumber hukum sekunder yang memperkaya analisis normatif dalam
penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, daftar
pertanyaan terbuka, serta alat bantu berupa alat perekam suara dan catatan lapangan.
Pedoman wawancara disusun untuk mengarahkan percakapan agar tetap fokus pada topik
hukum dan sosial yang diteliti, namun tetap fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi
terhadap isu-isu lain yang muncul selama proses wawancara. Penggunaan alat perekam
suara bertujuan untuk memastikan akurasi data yang diperoleh, sedangkan catatan
lapangan digunakan untuk merekam kesan, ekspresi, serta konteks non-verbal selama
wawancara berlangsung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
kualitatif-deskriptif. Data dianalisis melalui tiga tahapan utama, yakni: reduksi data, yaitu
proses memilah dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan dan
dokumen hukum; penyajian data, yakni menyusun data secara sistematis ke dalam bentuk
naratif dan tabel (jika diperlukan) untuk mempermudah penarikan kesimpulan; serta
penarikan kesimpulan, yaitu tahap akhir di mana data yang telah dianalisis
diinterpretasikan secara kritis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.
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Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan dengan mengaitkan antara data
empiris yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori hukum dan norma-norma yang
berlaku dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Dengan demikian, hasil
penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual semata, tetapi juga menyajikan
argumentasi normatif yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan solusi hukum
yang lebih adil dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan atau dalam bahasa arab (z's)!! — az-zawaj) merupakan institusi sosial
yang memiliki dimensi spiritual, kultural, dan yuridis. Dalam konteks masyarakat
Indonesia yang plural secara agama dan budaya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya
melibatkan norma agama, tetapi juga memerlukan legitimasi dari negara melalui sistem
hukum positif. Salah satu aspek terpenting dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan
oleh negara sebagai syarat legalitas administratif agar suatu peristiwa hukum diakui dan
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak.

Secara agama Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan
syaratnya. Namun, menurut sistem hukum nasional, pencatatan menjadi keharusan untuk
memberikan kekuatan hukum formal terhadap hubungan perkawinan. Ketika terjadi
perbedaan antara norma agama dan norma negara, timbul permasalahan hukum yang
berdampak luas terhadap perlindungan hak-hak sipil warga Negara.

Salah satu kasus konkret terjadi pada pasangan mualaf yang menikah setelah
berpindah keyakinan ke Islam, tetapi tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan
Agama (KUA). Praktik perkawinan yang dilakukan secara agama (non-formal)
menyebabkan status hukum hubungan mereka tidak memiliki kekuatan pembuktian di
mata hukum negara.

Hasil wawancara lapangan yang dilakukan pada 26 Agustus 2025 di KUA
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, mengonfirmasi fenomena tersebut. Arfan, staf
administrasi KUA yang menangani bidang mualaf dan wakaf, menyatakan bahwa kasus
perkawinan pasangan mualaf tanpa pencatatan cukup sering terjadi. Banyak pasangan
segera melangsungkan akad nikah secara agama setelah memeluk Islam, tetapi tidak
melanjutkan ke tahap pencatatan resmi di KUA karena kurangnya pemahaman dan
kesiapan administratif.

Menurut Arfan, sebagian besar masyarakat merasa cukup menikah secara agama
tanpa mengetahui konsekuensi hukum jika tidak dilakukan pencatatan. Akibatnya, hak-
hak hukum pasangan dan anak menjadi tidak terlindungi, terutama dalam hal waris,
perceraian, dan administrasi kependudukan, Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
literasi hukum yang cukup serius di kalangan masyarakat mualaf, sebagaimana juga
ditemukan oleh penelitian Sari (2022).

Salah satu penyebab minimnya pencatatan perkawinan di kalangan mualaf adalah
ketidaksiapan administratif, seperti belum memiliki KTP, KK, atau surat pindah agama.
Selain itu, faktor social misalnya rasa malu, belum adanya restu keluarga, atau pernikahan
yang dilakukan secara diam-diam turut memperparah situasi. Mekanisme hukum yang
tersedia untuk mengesahkan perkawinan tidak tercatat adalah isbat nikah melalui
Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering enggan menempuh jalur ini karena
dianggap rumit, memakan waktu, dan biaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa
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tingkat kesadaran terhadap isbat nikah masih rendah, terutama di kalangan masyarakat
pedesaan dan kelompok mualaf.

Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai kerentanan hukum,
terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan yang diceraikan tanpa surat resmi tidak
memiliki alat bukti untuk menuntut hak nafkah atau harta bersama. Anak dari perkawinan
tidak tercatat pun berpotensi tidak memperoleh akta kelahiran dengan nama ayah
biologisnya. Padahal, akta kelahiran merupakan bukti identitas hukum yang fundamental
dalam mengakses hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena sebagian besar mualaf
mengalami marginalisasi sosial dari lingkungan asalnya, sehingga mereka kesulitan
mengakses bantuan hukum atau dukungan administratif. Kondisi ini memperlihatkan
bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok
rentan.

Pendekatan keadilan substantif perlu diterapkan agar hukum keluarga di Indonesia
tidak sekadar prosedural, tetapi juga memperhatikan konteks sosial masyarakat. Hal ini
sejalan dengan pandangan Fitria (2021) yang menekankan pentingnya perlindungan
hukum berbasis kerentanan sosial.

Oleh karena itu, praktik perkawinan mualaf tanpa pencatatan mengungkap
persoalan struktural dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi regulasi, implementasi,
maupun budaya hukum masyarakat. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum
nasional perlu diperkuat agar tidak terjadi kontradiksi antara kesucian nilai agama dan
prinsip legalitas hukum negara. Pencatatan bukanlah bentuk sekularisasi, tetapi jaminan
perlindungan hukum keluarga. Pendekatan integratif yang menggabungkan edukasi
hukum, pelayanan hukum proaktif, dan kebijakan inklusif merupakan langkah mendesak
untuk menjawab persoalan ini secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian ini menegaskan bahwa ketidaktercatatnya pernikahan pasangan
mualaf bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan
hak perempuan dan anak. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses layanan hukum,
serta kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara menjadi faktor utama
penyebabnya. Meskipun mekanisme isbat nikah tersedia, hambatan biaya, birokrasi, dan
kurangnya informasi membuat banyak pasangan tidak dapat mengaksesnya. Oleh karena
itu, negara dan lembaga keagamaan perlu berperan aktif dalam memberikan solusi yang
inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Diperlukan sinergi antara institusi
keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membangun kesadaran hukum dan
mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.
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